
bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara Nomor 128/PUU-X[ /2015, ketentuan Pasal
33 hurrf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa yang berbunyi "terdaftar sebagai penduduk dan
bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang I (satu)
tahun sebelum pendaftaran" bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala Desa;

bahwa sesuai dinamika perkembangan Peraturan Perundang-
Undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Tapanuli Selatan
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak sudah tidak relepan;
bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 9, Pasal 28
ayat (21, Pasal 33 ayat (21, Pasal 43, Pasal 51 ayat (4) dan
Pasal 7O Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Organisasi Pemerintah Desa menyatakan Pemilihan Kepala
Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan ssfagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEI.,AKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

d.

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia-lYomor
toe2l;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lrembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor A2,
Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomo
s2sa);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 terrtang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
sa9s);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaltan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentalg Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peratural Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun
2Ol4 Tentang Desa (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tefiang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
s7r7);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2O14
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2O921 sebagatmana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2Ot7 tentang Perubahal Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 1221);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2O15 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2O15
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2O15
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); I,,{

l'



Menetapkan

-3-

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O15
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Ke{a Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
6);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2O16
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
20O8 Nomor 216);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status
Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 20O8 Nomor 219) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2O08 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa
dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor
27s).

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O16 tentang Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2016 Nomor 2771.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEIUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urLlsan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimal<sud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaral
Pemerintahan Daeral-r. {

I
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6. Keca-rnatan adalah wilayah ke{a Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten

7. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurLrs urusan
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

1O. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

1 1. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewen€rng, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanalan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan
ralryat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, ra-hasia, jujur, dan adil.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yalg
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah
panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten
dalam mendukung pelalsanaan Pemilihan Kepala Desa.

lT.BakaJ Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal
Calon adalah masyarakat Desa setempat yang
mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.

18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang
telah ditetapkal oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang
berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pe
Kepala Desa.
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20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban
Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakal hak
pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

22.Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk
menentukan sikap pilihannya.

23. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan
oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon
dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.

24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan baik dari segi
administrasi, pengetahuan, kemampuan dan
kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.

25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS
adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan pemilih baru.

26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara.

27.DaItar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan
jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

28. Kampanye adala.l. suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam
rangka mendapatkan dukungan.

29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

3O. kmbaga Pemerintahan adalah lembaga yang dibentuk
untuk penyelenggaraan Negara antara lain l,embaga
Kementerian, Non Kementerian, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan instansi lain.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan
dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimal<sud dalam
Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh de
pada wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. I
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Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
a. Pengelompokkan waktu beralhirnya masa jabatan

Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
b. Kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan
sebagai Penjabat Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga)
kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
dilaksanakan sekali 2 (dua) tahun.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilalsanakan melalui tahapan :

a. Persiapan;
b. Pencalonan;
c. Pemungutan suara; dan
d. Penetapan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang alhir
masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam)
bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati
disampaikan dalam jangka walrtr.r 3O (tiga puluh) hari
setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. Pemberhentian Kepala Desa yang berakhir masa
jabatannya oleh Bupati;

d. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan
maksud untuk menjaga netralitas Perangkat Desa dan
penguasaan atas aset Negara/Daerah/Desa;

e. Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati;
f. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam

jangka walrtr.r lO (sepuluh) hari setelah pembentukan I
Panitia Pemilihan Kabupaten; {

t.
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g. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia
Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa dan selanjutnya
diqiukan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka
walrtu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia
Pemilihan;

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 8

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang anggotanya
terdiri dari unsur :

a. Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan rakyat, Bagran Pemerintahan dan
Otonomi Daerah, Bagran Organisasi dan Bagian
Hukum);

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
atau sebutan lain;

c. Inspektorat Daerah atau sebutan lain;
d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah atau sebutan lain;
e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain;
f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lain;
g. Pemerintah Kecamatan; dan
h. Dinas/ Badan/ Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas :

a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pernilihan tingkat Kabupaten Tapanuli selatan;

b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan
kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa
tingkat Desa;

c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatal

kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; {
t

I

Pasal 7
(1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6

huruf d berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan kecuali yang bertugas sebagai
Sekretaris Desa, karena Sekretaris Desa bertindak selaku
koordinator pelalsanaan pengelolaan keuangan Desa.

(2) Usulan Penjabat Kepala Desa disampaikan oleh Camat
kepada Bupati.

(3) Penjabat Kepala Desa berkewajiban memastikan
terlaksananya seluruh proses pemilihan Kepala Desa.

(4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan
kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala
Desa selama menjabat 1 (satu) tahun dan/ atau sampai
dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
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e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia
pemilihan;

f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan
Kepala Desa tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan;

g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa dan melaporkan serta membuat
rekomendasi kepada Bupati Tapanuli Selatan; dan

h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

(1) BPD mengadakan rapat yang dipimpin oleh pimpinan BPD
bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyaralat Desa,
untuk membentuk Panitia Pemilihaa.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur Perangkat Desa, l,embaga
Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa yang
bersifat mandiri dan tidak memihak.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan
secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

(4) Apabila hingga 2 (dua) bulan setelah terbentuknya Panitia
Pemilihan Kabupaten BPD belum membentuk Panitia
Pemilihan Kepala Desa, maka Camat memfasilitasi
pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal lO

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) be{umlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan
panitia:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Bendalara merangkap anggota; dan
e. Anggota.

(2) Penentuan kedudukal dalam Panitia Pemilihan dapat
ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Panitia
Pemilihan dan/ atau melalui mekanisme poting.

(3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan
tetap, dapat digantikan dari unsur Perangkat Desa,
kmbaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat
Desa berdasarkan Keputusan BPD.

(4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan
bertanggungi awab kepada BPD.

(5) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

tugasnya

.f
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a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala
Desa kepada Bupati melalui Camat;

c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan

tempat pemungutan suara;
i. Melaksanakan pemungutan suara;
j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan

mengumumkan hasil pemilihan;
k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemilihan.
(6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai wewenang dan kewajiban :

a. Bersifat mandiri dan tidak memihak;
b. Menjaga pelal<sanaan pemilihan berjalan dengan

demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil, serta tertib, aman dan lancar;

c. Menerima mandat saksi secara terrulis dari Calon
Kepala Desa;

d. Menolak saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan
tata tertib dalam proses pemilihan Kepala Desa;

e. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaal
Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat; dan

f. Mempertanggungiawabkan penggunaan biaya
Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa
guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

(1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal
1O ayat (5) huruf b digunakan untuk :

a. Honor Panitia Pemilihan tingkat Desa;
b. Operasional Panitia Pemilihan;
c. Biaya rapat Panitia Pemilihan;
d. Biaya pengadaan/ sewa peralatan yalg diperlukan;
e. Honor pendataan pemilih sementara/ tetap;
f. Bantuan tim monitoring Kecamatan dan pengamanan.

(2) Besaran penggunran biaya pemilihan sebagaimana
dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui
Keputusan Bupati.

(3) Rencana penggunaan biaya pemilihan yang diajukan oleh
Panitia Pemilihan harus mendapat persetujuan dari Bupati.

(4) Persetqjuan biaya pemilihan dari Bupati, disampaikan
kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga1
puluh) hari sejak diajukan oleh panitia. {

I.
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Paragraf 3
Pendataan dan Penetapan Pemilih

Pasa] 12

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar
sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus
memenuhi syarat:
a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara

Pemilihan Kepa-la Desa sudah berumur f 7 (tujuh belas)
tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai
pemilih;

b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau

kurungan berdasarkal putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; dan

e. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sebelum tanggal pemungutan suara yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat
keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam
diumumkan oleh panitia pemilihan
mudah dijangkau masyarakat.

Pasal
pada

13 ayat (3),
tempat yang

Pasal 13

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data
penduduk di Desa dafam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan karena :

a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan
hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan
dengan akta kelahiran /ijazahlKTP / Kartu Keluarga;

b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi
sudah/ pernah menikah;

c. Telah meninggal dunia;
d. Pindah domisili ke Desa lain; dan
e. Belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Panitia pemilihan men5rusun dan menetapkan
DPS.
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(2) Jangka waktu pengrmuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (21, pemilih atau anggota keluarga dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama
dan/ atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(f), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan
informasi yang meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninegal dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;

atau
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak

memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat dibuktikan
dengan bukti autentik, panitia pemilihan segera
mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkaa
langsung atau melalui perangkat Desa kepada Panitia
Pemilihan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk/ Karru
Keluarga/ surat keterangan domisili.

(2) Dalam hal terdapat ketidakjelasan status kependudukan
seseorang karena mempunyai 2 (dua) dokumen
kependudukan ditempat yang berbeda, yang bersangkutan
digugurkan sebagai pemilih.

(3) Pendaftaran pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran
yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar
sebagai pemilih tambahan.

(5) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia
Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh
masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama
3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktul
pen5rusunan daftar pemilih tambahan. {

I.
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Pasal 18

(1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS
yang sudah diperbaiki dan DaJtar Pemilih Tambahan
sebagai DPT.

(2) DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasa.r
pemberian dukungan pemilih kepada Bakal Calon untuk
ditetapkan sebagai Calon dan pembuatan undangan, surat
suara, kotak suara, dal kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 19

(1) DPI sebagaimana dimalsud dalam Pasal 18, diumumkan
di tempat ya-rtg strategis di Desa untuk diketahui oleh
masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih
tetap.

Pasal 2O

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia men5rusun
Salinan DPT untuk TPS.

Pasal 21

(1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai
bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat
perlengkapan pemilihan.

(2) DaItar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia
pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang
meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan
dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan
"meninggal dunia".

Pasal 22

Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum
pelaksanaan pilkades telah menyampaikan surat Panggilan
Pemilih kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan
terdaftar dalam daJtar pemilih tetap.

Bagian Ketiga
Ta-l.apan Pencalonan

Paragraf I
Persyaratal Ca-lon Kepala Desa

{

Pasal 23

(1) Persyaratan umurn Calon Kepala Desa meliputi:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tfrhan Yang Ma.l.a Esa;
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c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila,
melalsanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal lka;

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan
Ijazah/ STTB (surat tanda tamat belajar) dan atau surat
keterangan pengganti ijazah dari instalsi yang
berwenang;

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada
saat mendaftar;

f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan wajib
bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat
sebagai Kepala Desa;

g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan
surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas
segel atau bermaterai cukup;

i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

j. Sehat jasmani dan rohani;
k. Bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan

dari pihak yang berkompeten;
l. Tidak sedang menjabat Kepala Desa di Desa lain;
m. Tidak terdaftar dan/ atau mendaftarkan diri sebagai

Calon Kepala Desa di Desa lain.
(2) Kepala Desa periode sebelumnya hanya dapat

mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa apabila
belum pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berfurut-turut dan tidak pernah mengundurkan diri dari
jabatan Kepala Desa serta tidak pernah mendapat sanksi
administrasi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
sewaktu menjabat Kepala Desa seperti :

a. Surat Peringatan/Teguran tertulis;
b. Surat Pemberhentian/ Surat Pemberhentian Sementara.

(3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon
Kepala Desa harrs mendapat izin cuti secara tertulis dari
Penjabat Kepala Desa.

(4) BPD yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa
wajib mundur dari keanggotaaa BPD.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai calory
Kepala Desa harus mendapat izin terlulis dari Bupati. 

I
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Pasal 24

BPD yarrg mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (4) diisi memalului pengisian keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa Antar Waktu.

Paragraf 2
Penj aringan Bakal Calon

Pasal 25

(1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan
dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

(2) Pengumuman tentang pendaftaran Calon Kepala Desa
paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran,
persyaratan Bakal Calon, dokumen persyaratan
administrasi, dan tahapan jadwal pemilihan.

(3) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dicalonkan adalah
individu yang memenuhi syarat dan dokumen persyaratan
administrasi.

(4) Bakat Calon harus hadir pada saat pendaftaran dan tidak
dapat diwakilkan.

(5) Batas waktu penyerahan persyaratan Bakal Calon dan
dokumen persyaratan administrasi kepada Panitia
Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.

(6) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) paling lambat pukul 24.0O WIB pada tanggal yang telah
ditetapkan.

Pasal 26

Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas :

a. Surat pengajuan pencalonan yang ditulis tangan di atas
kertas segel atau bermaterai cukup dan dilengkapi,
ditujukan kepada Panitia Pemilihan;

b. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan di atas kertas
segel atau bermaterai cukup dan dilengkapi, ditujukan
kepada Panitia Pemilihan;

c. Surat pernyataan bertalwa kepada T\rhan Yang Maha Esa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel
atau bermaterai cukup;

d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar
Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau
bermaterai cukup;

e. Fotokopi Ijazah pendidikan mulai dari pendidikan dasar
sampai pendidikan terakhir, yang telah dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat
yang berwenang;

f. Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
atau surat keterangan kenal lahir/ surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang;

g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segell
atau bermaterai cukup; I

t.
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h. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter setempat;
i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang

dikeluarkan oleh Kepolisian (dapat dilengkapi setelah
ditetapkan sebagai calon kepala desa);

j. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap yang dibuat oleh yarrg
bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

k. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum
tetap yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
segel atau bermaterai cukup;

l. Surat pernyata.an tidak pernah menjadi Kepala Desa
selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berrurut-turut
maupun tidak berhrrut-turut, baik di Desa yang sama
maupun di Desa yang berbeda di atas kertas segel atau
bermaterai cukup;

m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang/ surat keterangan domisili;

n. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi
Pegawai Negeri Sipil;

o. Surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota/ pengurus
partai politik atau tidak merangkap sebagai pegawai Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan
Usaha Milik Desa dan tenaga honorer serta Lembaga
Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan;

p. Surat pernyataan tidak sedang diblacklist namanya oleh
pihak perBankan;

q. Visi dan misi Kepala Desa secara tertulis;
r. Pasfhoto berwarna terbaru ukural 4x6 crn sebanyak 4

(empat) lembar.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 27

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap
persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan
dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarilikasi
pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan
surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan
pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) hari.

(4) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon
Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib
melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.

(5) Berkas pencalonan yalg telah diperbaiki diserahkan 
I

kepada Panitia Pemilihan. 
J.



(6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat
untuk memperoleh masukan.

(7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), wajib diproses dan ditindallanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 28

(1) Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan apabila :

a. Memenuhi persyaratal dan dokumen persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dan Pasal 26; dan

b. Dinyatakan lulus dalam Seleksi Tambahan, da-lam hal
bakal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a lebih dari 5 (lima) orang.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetaplal dengan menggunakan kriteria secara
berurutal sebagai berikut:
a. Pengalaman beke{a di lembaga pemerintahan :

1) Bobot nilai 3 yaitu masa mengaMi pada lembaga
pemerintahan lebih dari 2O tahun;

2) Bobot ntlat 2 yaitu masa mengabdi pada lembaga
pemerinta-l'an lebih dari 1O tahun sampai dengan
2O tahun;

3) Bobot nilai I yaitu masa mengabdi pada lembaga
pemerintahan kurang dari 10 tahun;

b. Tingkat pendidikan tertinggi :

l) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang
berpendidikan Sarjana atau Magister;

2) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang
berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat;

3) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang
berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau
yang sederajat.

c. Tingkat usia (termasuk waktu kelahiran) :

1) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Ca-lon Kepala Desa yang
berusia 25 sampai 40 tahun;

2) Bobot nrlat 2 yaitu Bakd Ca-lon Kepala Desa yang
berusia 41 sampai 55 tahun;

3) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang
berusia lebih dari 55 tahun.

(3) Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari
pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

(4) Bobot penilaian tingkat pendidikal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dan
tingkat dasar sampai dengan ija"a,h terakhir yang
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(5) Bobot penilaian tingkat usia sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf c, dibuktjkan dengan Kartu Tanda Pendudu\
atau Akta Kelahiran. 

1.
I
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(6) Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
berita acara oleh Panitia Pemilihan.

(7) Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala
Desa tidal dibenarkan mengundurkan diri.

(8) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

Apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang
memiliki bobot nilai yang sama pada seleksi tambahan
sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2), maka bakal calon
yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah yang
memiliki nilai tertinggi secara bedenjang mulai dari
pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat
pendidikan terringgi dan tingkat usia.

Pasal 3O

(1) Dafam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua)
orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu
pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap
kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waltu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai
dengan pelaksanaan pemilihan gelombang berikutnya.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati
mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

(1) Setiap bakal calon Kepala Desa sebagaimana Pasal 28 ayat
(1) huruf b wajib mengikuti test mental idiologi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan.

(2) Hasil test mental idiologi berupa nilai, dan keterangan
memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai
Calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan
Kabupaten, Camat dan Panitia Pemilihan untuk
diumumkan.

(3) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa.

Pasa-l 32

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan
nomor urut mela-lui undian secara terbuka oleh Panitia
Pemilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), wajib dihadiri oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun
datam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara !
penetapan calon Kepala Desa. I

I
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(4) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon pada tempat
yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat desa
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat
final dan mengikat.

Pasal 33

(f) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat {1) meninggal
dunia atau mengundur kan diri sebelum atau pada saat
pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat
2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia
atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.

(2) Apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), yang bersangkutan
dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai
ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan tidak dapat
mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk
pemilihan kepala desa selanjutnya.

(3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meninggal
dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan
suara Kepala Desa, dan Calon Kepala Desa kurang dari 2
(dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan
Pemilihan Kepala Desa dinyatalan batal.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 34

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa yang
pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

(2) Kampanye sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara bersama-sarna atau secara terpisah oleh
masing-masing calon Kepala Desa.

(3) Dalam Kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan
untuk menghadiri Kampanye.

(4) Calon Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan
kampanye.

(5) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya
masa tenang.

(6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta
bertanggungiawab.

Pasal 35

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (11
memuat Visi dan Misi bita terpilih sebogri Kepala Desa. .l

t'
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(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu
masa jabatan Kepala Desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program
yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

(4) Penyampaian Visi dan Misi Kepala Desa dapat dilakukan
dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian Visi dan
Misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan
waktu yang sama.

(5) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa,
Visi dan Misi menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1),
dapat dilaksanakan melalui :

a. Pertemuan terbatas;
b. Tatap muka;
c. Dialog;
d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat

lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

Pasal 37

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

a. Mempersoalkan Dasar Negara Palcasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan
dan/ atau Calon yang lain;

d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau
masyarakat;

e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorzrng, sekelompok anggota masyarakat dan/ atau
Calon yang lain;

g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga
Kampanye Calon;

h. Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat Pendidikan;

i. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan
dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan
dijalan raya;

j. Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut
Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon
yang bersangkutan; dan

k. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang
mengikutsertakan : \
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a. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. Warga Desa di luar Desa lokasi Pemilihan;
d. Pejabat BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil, Anggota

Kepolisian dan Anggota TNI; dan/ atau
e. Anak-anak.

Pasal 38

(1) Untuk menghindari terjadinya pelanggaran kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Camat dapat
memprakarsai penandatanganan Nota Kesepahaman
Bersama antar Calon Kepala Desa yang disaksikan Panitia
Pemilihan, BPD dan masyaralat umurn.

(2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pernyataan sikap bersama antar Calon Kepala Desa
seperti:
a. Melal<sanakan kampanye dengan tertib, aman dan

damai;
b. Melaksanakan pemilihan yang jujur, adil dan penuh

rasa kekeluargaan;
c. Siap men€rng siap kalah;
d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

(1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 walaupun belum
terjadi gangguan dikenai sanksi:
a. Peringatantertulis;
b. Penghentian kegiatan kampanye oleh Panitia Pemilihan

di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah
yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap
keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

(2) Masyarakat dan/ atau Calon Kepala Desa dapat melaporkan
tindakan pelaksana kampanye yang diduga merupakan
pelanggaran, yang disampaikan secara tertulis kepada
Panitia Pemilihan disertai dengan bukti adanya
pelanggaran.

(3) Bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
berupa:
a. Foto;
b. Video;
c. Rekaman suara;
d. Barang bukti lainnya.

Pasal 40

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimalsud dalam Pasal 39
ayat (l) huruf a dapat ditingkatkan berupa surat
pernyataan bersedia menerima sanksi yang disepakati
bersama antar Calon Kepala Desa dalam musyawarah desal
yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan. {

lr
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(2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam kertas segel atau kertas bermaterai
cukup yang dilakukan dihadapan seluruh Calon Kepala
Desa, Panitia Pemilihan, BPD, unsur Pemerintah Desa dan
masyzrrakat Desa bersangkutan.

Pasal 41

(l) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara;

(2) Panitia Pemilihan menginstruksikan kepada para Calon
Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye Calon
Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang;

(3) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tidak dilaksanakan maka Panitia Pemilihan berwenang
menurunkan secara paksa atribut kampanye.

(4) Hari dan tanegal pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagran Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 42

(1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4l ayat (4), Panitia Pemilihan
terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan
yang terdiri dari :

a. TPS;

b. Surat Suara;
c. Kotak Suara;
d. Bilik Suara; dan
e. Kelengkapan peralatan lainnya.

(2) Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara
melalui surat suara yang memuat :

a. Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
b. Nomor urut, gambar diri/foto, nama para Calon Kepala

Desa dalam kotak segi empat;
c. Nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
d. Stempel Panitia Pemilihan

(3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencoblos salah satu foto calon dalam
surat suara di dalam bilik suara yang disediakan oleh
Panitia Pemilihan.

(4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul O7.O0 WIq
sampai dengan pukul 14.O0 WIB. I

L



Pasal 44

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf
a ditetapkan I (satu) untuk setiap Desa.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh
penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat
memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

(3) takasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia
Pemilihal.

Pasal 45

(l) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempuyai
halangan fisik lain pada saat memberikan su€rranya di TPS
dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan
pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membaltu pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), wajib merahasiakan
pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 46

(1) Pada hari pemungutan suara, Calon Kepala Desa wajib
hadir ditempat pemungutan suara dan tidak dapat
diwakilkan.

(2) Apabila Calon Kepala Desa tidak hadir dalam pemungutan
suara, maka Calon tersebut dianggap menerima terhadap
hasil pelaksanaan pemungutan sua.ra.

Pasal 47

(l) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia
Pemilihan melakukan kegiatan :

a. Pembukaal kotak suara;
b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan

peralatan.
(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan
warga masyarakat.

Pasal 43

(1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna
surat suara, serta pendistribusiannya diatur oleh Padtia
Pemilihan Kabupaten.

(2) Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam
DPT, ditambah 1O% (lima persen) sebagai cadangan.

(3) Surat su€rra memuat nomor urut, foto berwarna, dan nama
dari calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
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Pasal 48

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai
tata cara pemungutan suara,

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan
prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih
dapat meminta surat suara pengganti pada panitia,
kemudian panitia memberikan surat suara pengganti
hanya untuk satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara,
pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada
panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya
satu kali.

Pasal 49

(1) Surat suara dinyatakan sah apabila :

a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
b. Tanda coblos hanya terdapat pada salah satu kotak segi

empat yang memuat nomor, gambar dan nama ca.lon
Kepala Desa;

c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam
salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,
gambar, dan nama calon Kepala Desa;

d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi
empat yang memuat nomor, gambar, dan nama calon
Kepala Desa.

(2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

a. Surat suErra yang tidak dikeluarkan oleh Panitia
Pemilihan;

b. Surat suara y€urg dirobek baik yang disengaja maupun
yang tidak disengaja;

c. Surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar
calon Kepala Desa;

d. Surat suara yzrng dicoblos di luar garis batas tanda
gambar calon Kepala Desa;

e. Surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan
di luar tanda gambar;

f. Surat suara y.rng di dalamnya terdapat tulisan atau
coretan yang menunjukkan identitas pemith;

g. Surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang
telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat
lainnya;

n 
:ffil. 

suara yang tidak ada bekas coblos*.r" "*af

(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua
Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia
serta dapat ditandatangani oleh salsi dari calon.
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Pasal 50

(1) Dalam hal te{adi perbedaan pendapat mengenai sah atau
tidak sahnya surat suara a-ntara Panitia Pemilihan dengan
calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak
untuk menentukan keputusan.

(2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragral 2
Penghitungan Suara

Pasal 51

(1) Sebelum penghitungan suara dimulai panitia pemilihan
menghitung:
a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan

salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih

karena rusak atau keliru dicoblos.
(2) Penghitungzrn suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilalrukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan
dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD,
Pengawas dan warga masyarakat lalu kemudian
dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang
ditandataagani oleh Panitia Pemilihan dan dapat
ditandatangani saksi dari masing-masing Calon Kepala
Desa-

(3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat
dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya
kepada Ketua Panitia.

(4) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitung€rn suara
yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2
(dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani
saksi calon.

(5) Dafam hal terdapat calon dan/ atau saksi yang tidak mau
menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), tidak mempengaruhi sahnya hasil penghitungan
suara.

(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil
penghitungan suara sebagaimana dirnaksud pada ayat (4)
kepada masing-masing saksi calon yang hadt sebanyak 1

(satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar
sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(71 Beita. Acara beserta kelengkapannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam sampul khusus
yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara
yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan
suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD seger{
setelah selesai penghitungan suara. {

f'
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Bagian Kelima
Tahapan Penetapan

Pasal 52

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah
terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal calon Kepala Desa lebih dari I (satu) orang
memperoleh jumlah suara sah terbanyak yang sama, calon
Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan penilaian
secara berjenjang mulai dari tingkat pendidikan tertinggi,
nilai hasil test mental dan ideologi tertinggi dan usia
termuda.

Pasal 53

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan
Kepala Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah
pelaksanaan penghitungan suara.

(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan calon
Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada
Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala
Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan
Panitia Pemilihan.

Pasal 54

( 1) Daiam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan
mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau
sebelum pelantikan Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala
Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Apabila Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak
ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan
mengenai pengesahal dan pengangkatan Kepala Desa,
maka Calon Kepala Desa tersebut tetap disahkan daq
diangkat sebagai Kepala Desa. 

t

(9) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan
keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada
Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang
tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

(l0)Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala
Desa dan saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dapat diterima, Panitia Pemilihan
mengadakan pembetulan.
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BAB IV
PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 55

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala
Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 52 dengan
Keputusan Bupati, paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak
diterima laporan dari BPD.

Pasal 56

Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilalsanakan di Desa
yang bersangkutan dan/ atau dilaksanakan secara serentak
dihadapan masyarakat.

Pasal 57

(1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 3O
(tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan
Bupati mengenai Pengesahan pengangkatan Calon Kepala
Desa Terpilih.

(2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang
ditunjuk.

Pasal 58

Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 57 adalah sebagai berikut :

a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa.

b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji.
d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang,

ditunjuk. If. Pembacaan Amanat Bupati. ll
g. Pembacaan doa.



Pasal 59

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih
bersumpah/be{anji.

(2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), adalah sebagai berikut :

"Demi Allah/T[han, saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-
adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan
dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
bahwa saya akan menegalkan kehidupan demokrasi dal
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-
Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi
Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 6O

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 6l
Kepala Desa yang telah dilantik sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 57 wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

BAB V
PENGADUAN DAN PEI.IYELESAIAN MASAI.AH

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 62

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa,
Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu
3O (tiga puluh) hari sebelum penetapan keputusan Bupati
tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 63

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa
hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada
Bupati dalam wal<tu paling lambat 3 (tiga) hari setela\
penetapan hasil pemilihan Kepala Desa. {

lr
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(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenaan dengan hasil perhitungan suara
mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

hanya
yang

Pasal 64

(1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala
Desa, Bupati dapat memerintahkan Panitia Pemilihan
Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat penyimpangan,
dapat dilakukan perhitungan ulalg surat suara.

(3) Perhitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dilakukan dihadapan seluruh Calon Kepala
Desa, seluruh Panitia Pemilihan dan Badan
Permusyawaratan Desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN PET.IYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 65

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan;

(21 Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) disalurkan melalui rekening Kas Desa bersangkutan;

(3) Dana bantuan untuk tambahan kebutuhan lainnya pada
pelaksanaan pemungutan suara dapat dianggarkan melaui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 66

Biaya pelatihan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 61
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasa] 67

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penggunaan dana bantuan keuangan
Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Penjabat Kepala
Desa selambatJambatnya 15 (lima belas) hari setelah
laporan dan Berita Acara Pemilihan diterima oleh BPD.

(2) Mekanisme pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mengacu pada bentuk d*l
pertanggungiawaban keuangan Pemerintah Desa. {

F

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN.I-A.IN

Pasal 68

Ketentuan mengenai :

a. Format Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa;

b. Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa;

c. Format Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa
d. Format Daftar Pemilih Sementara/Tambahan/ tetap;
e. Format tanda bukti pendaftaran pemilih;
f. Format formulir penelitian kelengkapan persyaratan

administrasi;
g. Format surat pencalonan kepala desa;
h. Format Daftar Riwayat Hidup;
i. Format surat pernyataan bertagwa kepada T\rhan Yang

Maha Esa
j. Format surat pemyataan setia kepada Pancasila, UUD

1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
k. Format surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala

Desa;
1. Format surat pernyataaa lidak pernah dihukum pidana

penjara;
m. Format surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya;
n. Format surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala

Desa selama tiga kali masa jabatan;
o. Format surat pernyataan tidak terdaftar sebagai

anggota/ pengurus Partai Politik atau tidak merangkap
sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha
Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa;

p. Format surat pernyataan tidak sedang diblacklist nam€rnya
oleh pihak perBankan;

q. Format Berita Acara Pemeringkatan Calon Kepala Desa;

r. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
s. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang

Penetapan Calon Kepala Desa;

t. Format Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara di Tempat Pemungutan Suara

u. Format Surat Suara;
v. Format Surat Pemberitahuan Waktu dal Tempat

Pemungutan Suara;
w. Format bagan tempat pemungutan suara;
x. Format Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
y. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
z. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih;
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. {
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

BAB X
PENUTUP

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pil6tapkan di Sipirok
pada tanggal 20 NOPEMBER2OIT

BUPATI TAPANULI SEI,ATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 2f NOPEMBER2OLT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SEI.ATAN TAHUN 2017 NOMOR 748

sesuai dengan aslinya
KEPAI,q, BAGIAN HUKUM,

MOH. SH

SETDA

NIP. 1966 1995031002

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ttd,
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR :56TAHUN 2017
TANGGAL :2O NOVEMBER 2017
TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN

BERTTA ACIIRA
UUSYAWARiI.E PF.UBEIITITXA.II PAIITIA PEUILIEAII I(EPALII DESA

Pada hari ini ................... tanggal bulan
ta.l.un kami Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala
Desa dan Perangkat Desa serta Masyarakat Desa telah
mengadakan musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bertempat di

Berdasarkan pelaksanaan musyawarah dimaksud, yang terpilih menjadi Anggota
Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :

T\rgas Panitia Pemilihan Kepala Desa meliputi :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tal.apan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat.

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
e. menetapkal calon yang telah memenuhi persya-ratan.
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan-
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
i. melaksanakan pemungutan suara

NO NAUA
JAAATTIT DAI.AU

DESA

JABATAIT DALIIU

KTPA.ITITII.AIT

1 Ketua/ Anggota

2 Wakil Ketua/ Anggota

3 Sekretaris/ Anggota

4 Bendahara/ Anggota

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota
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j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Wewenang dan kewqiiban Panitia Pernilihan Kepala Desa meliputi :

a. bersifat mandiri dan tidak memihak.
b. menjaga pelalsanaan pemi'lihan be{alan dengan demokratis, berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta terlib, aman dan lancar.
c. menerima mandat saksi secara tertulis dari Calon Kepala Desa.
d. menolak saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib dalarn proses

pemilihan Kepala Desa.
e. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pernilihan kepada BPD

dengan tembusan Camat; dan
f. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD

dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Dernikien Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam Pelaksanaan
Pemi'lihan Kepala Desa, sebaga'imana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

Dibuat di

pada tanggal

BADAIT PERUUEYAWAR.C.TAT{ DESA

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Diketahui Oleh :

Kepala Desa

I

2

3

4

5

6

7

8

9

)



-J-

B. Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pernilihan Kepala pgsa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DES4...............

NOMOR..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHT{N KEPAI:{ DF.S{

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan
Bupati Nomor 56 TAHUN 20 17 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Icmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
Tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 lertang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57171;

Mengingat

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...............,
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KESATU

KEDUA

KETIGA
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ssSagaiman4 telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2Ol7
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor
112 Tahun 2O14 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingrqal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2O 15 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengarnbilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1s9);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2OO8 Nomor 216);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O16 tentang Organisasi
Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2O16 Nomot 2771;

lO. Peraturan Bupati Nomor 56 TAHUN 2Ol7 terrtang Petunjuk
Teknis Pelaksanaal Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tapaauli Selatan Tahun 2O17 Nomor 748).

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dala'n I ^rnpiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai
tugas:
a. merencanakzrn, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihsl Kepala Desa.

b. merencanakan dan mengajukan biaya pernilihan Kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat.

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pernilih.
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan.
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat

pemungutan suara.
i. melaksanakan pemungutan suara
j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan

mengumumkaur hasil pemilihan
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pe'nilihan.
Panitia sebagaimana dimaksud pada Dilrhrm KESATU, mempunyai
wewenang dan kewajiban:
a. bersifat mandiri dan tidak memihak.
b. menjaga pelaksanaan perni'lihan berjalan dengan demokratis,

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil, serta tertib, aman dan lancar.

c. menerima mandat saksi secara tertulis dari Calon Kepala Desa.
d. menolak saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib

dalam proses pemilihan Kepala Desa.
e. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan

kepada BPD dengan tembusan Carnat; dan
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f. mempertanggungiawabkan penggunaan biaya Pernilihan Kepala
Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada
Bupati melalui Camat.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Bantuan Keuangan
Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2O....

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini rnulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

(nama terang)
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
NOMOR
TANGAL
TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

No. Nama N.I.K
Jabatan Dalam

Kepanitiaan

I Ketua/Anggota

2 Wakil Ketua / Anggota

J Sekretaris/Anggota

4 Bendahara/Anggota

5. Anggota

6. Anggota

7 Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

(narna terang)
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C. Format Stempel Panitia Pernilihan Kepala Desa

+6CM

+4CM

PAMTIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PPKD

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KECAMATAN

DESA



D. Format Daftar Pemilih Sementara/ Tambahan/ Tetap

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN

-8-

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/ TAMBAHAN/ TETAP
KECAMATAN

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO NIK/ KTP NAMA LENGKAP TEMPAT
LAHIR

TANGGAL
LAHIR

UMUR
STATUS

PERKAWINAN

JENIS
ALAMAT/TEMPAT TINGGAL KETERANGAN

LK PR

20...

1 Ketua

2 Wakil Ketua

3 Sekretaris

4 Bendahara

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

Ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa .....................

Kecamatan

(................)

(................)

( . . . . . . . . . . . . . . . . )

(................)

(................)

(................)

(................)
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E. Format Tanda Bukti Pendaftaran Pemilh

TAI{DA BUKTI PENDAT'TARAX

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat Tanggal Lahir/ Usia

Jenis Kelamin

Alamat

Laki-laki / Perempuan

Telah didaftar sebagai pernilih dalarn pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Petugas Pendaftar Yang dida-ftar

(narna terarlg) (nama terang)

' unaak Wtugas pelulafior

20...

TANDA BT'KTI PEITDATTARAIT

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa I

Kecamatan :

Telah melakukan pendaftaran atas

Nama

Tempat Tanggal Lahir/ Usia

Jenis Kela:nin

Alamat

Laki-laki / Perempuan

Kepada yang bersangkutan berhak untuk mempergunakan hak pilihrrya dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

20

Petugas Pendaftar Yang didaftar

(nama terang)

* untuk gang didafiot

(nama terang)
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F. Format Formulir Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

F'ORMI,LIR PENELITIAN XTLENGKAPAIT PERSYARATAN ADMMSTRASI
BAI(AL CAIOT{ KEPALA DESA

I(BCAUATAIT KABI'PATEN TAPAMru SE.JrTAN

Catotan:
20

Petugas Administrasi

No Persyaratan Kelengkapan Keterangan

I Surat Penca-Ionan Kepala Desa Ada/ Tidak Ada
2 Daftar Riwayat Hidup Ada/ Tidak Ada

Surat Pemyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang
Maha Esa Ada/ Tidak Ada

4 Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, UUD
1945 dan Negara Kesatuan Republik lndonesia Ada/ Tidat Ada

5 Fotocopy Ijazahl STTB Pendidikan Terakhir yang
dilemlisir Ada/ Tidak Ada

6 Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir yang
dilegalisir Ada/ Tidak Ada

Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala
Desa

Ada/ Tidak Ada

8 Surat Keterangan Bcrtempat Tinggal Di Desa Ada/ Tidak Ada
9 Surat Keterangan Berbadan Sehat Ada/ Tidak Ada
10 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Ada/ Tidak Ada
11 Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana

Peniara
Ada/ Tidak Ada

72 Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak
Pilihnva Ada/ Tidak Ada

13 Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Kepala
Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan Ada/ Tidak Ada

t4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dileealisir Ada/ Tidak Ada
15 Surat lzrr' Tertulis dari Pejabat Pembina

Kepegawaian bagi Pegawai Neeeri Sipil; Ada/ Tidak Ada

16 Surat Pernyataan Tidak Terdaftar Sebagai
Anggota/ Pengurus Partai Politik atau Tidak
Merangkap sebagai Pegawai Badan Usaha Milik
Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usala
Milik Desa

Ada/ Tidak Ada

l7 Visi dan Misi Kepala Desa secara tertulis Ada/ Tidak Ada
18 Paslhoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak

6 (enam) lembar
Ada/ Tidak Ada

(narna terang)

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

3
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G. Format Surat Pencalonan Kepala Desa

SI'RAT PENCALOI{ATI KEPAI,A DESA

Kepada Yth :

Ketua Panitia Pemllihan Kopala Dosa
Desa
Di-

Sehubungan dengan pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, untuk
memenuhi Persyaratan Pengqiuan Calon Pemilihan Kepala Desa, bersama ini Saya :

Nama
Tempat/ Tanggal Lahir
Jenis Kelarnin
Agama
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan, Surat Pencalonan lni disarnpaikan :

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
2. Foto Copy ljazah / STTts yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
3. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa.
4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas, Mampu dan Berwibawa

dari Kepala Desa.
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah.
6. Surat Pernyataan dilengkapi Materai Rp.6.OOO.-

a. Bertaqwa Kepada Ttrhan yang Maha Esa
b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
c. Bersedia meojadi Calon Kepala Desa
d. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa sela-ma tiga kali masa jabatan yang

sama.
e. Tidak pernah dihukum Penjara dan tidak sedang dicabut hak memilih.
f. Mengenal Desa dan Dikenal oleh Masyarakat Desa.
g. Visi dan Misi

7. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 6 (eaam) lembar.

Demikian Surat Pencalonan ini Saya ajukan, dengan harapan semoga dapat
dipertimbangkan dan atas pertimbangannya Saya ucapkan terima kasih.

Dibuat di

pada tanggal

Rp.6.OOO

Calon Kepala Desa,

Mengajukan diri sebagai Calon Kepala Desa
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H. Format Daftar Riwayat Hidup

DAI"TAR RTWAYAT HIDI'P
CALON KEPAI,I\ DESA

1. Nama

2. Tempat / Tanggal Lahir

3. Jenis Kelamin

4. Agama

5. Pendidikan

6. Pekerjaan

7. |lartat
8. Status Perkawinan

9. Riwayat Pendidikan

Belum / Sudah / Pernah Kawin

aman Jabatal Pe aan :

11. Istri Suami :

12. Anak

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

No Tingkat Nama Sekolah Alamat Sekolah Tahun Tamat Ket.
I S.D Terlampir
2 S.L.T.P Terlampir
3 S.L.T.A Terlampir
4 Dst.... Terlampir

Surat Pengangkatan
No Jabatan/ Pekerjaan

Mulai
dan

sampai TanggaJ
Yang

Mengangkat
Ket.

I Terlampir
2 Terlampir
J Terlampir

Dst.

No Nama Tempat/ Tanggal Lahir Agama Pendidikan Ket
1

Dst.

No Nama Tempat/Tanggal Lahi-r Agarna Pendidikan Ket.
1

2

Dst.

Rp.6.OOO

Calon Kepala Desa,

to.

Nomor

J.
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I. Format Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada T\.rhan Yang Ma.l.a Esa

SI'RAT PERIIYATAAN
BERTAQWA XEPADA TT'HAN YAITG UA.HA ESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya bertaqwa kepada Trrhan

Yang Maha Esa sesuai dengan agarna yang saya anut dan taat menjalankan

kewajiban ajaran agama.

Derrrikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti
pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf c Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN 2Ol7

tentang Prunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,

Rp.6.00O
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J. Format Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

SI'RAT PERITYATAAN

Sctla Kepada Palcaslla scbagai Darar Ifegara, llsdaag -ttldsng Dasal f,egara
Republtt Indonesla 1945, Itlegara Kes.tuaa Republit Indoneala.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat / Tanggal Lahir

Jenis Kelemin

Agama

Pendidikan

Pekerjaan

Alarnat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya sebagai calon Kepala Desa setia

kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunakan sebagai bulrli pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf d Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56

TAHUN 2Ol7 terrtatg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihal Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,

Mat rai
Rp.6.00o
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K. Format Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa

SI'RAT PER.TTYATAAIT BERSEDIA MENJADI CAI,ON KEPAIII DESA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya bersedia menjadi Calon Kepala Desa

dan tidak akan mengundurkan diri seb"gai Calon Kepala desa. Apabila

dikemudian hari temyata saya melakukan pengunduran diri saya bersedia untuk
bertanggungiawab atas kerugian yang diderita oleh Panitia Pernilihan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan

sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf g Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN

2Ol7 ter:rtang Petunjuk ?eknis Pelaksanaan psrnilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Ca-lon Kepala Desa,

Materai
Rp.6.0OO

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Peke{aan :

Alamat I
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L. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Pidana Penjara

ST'RAT PERITYATAAI{ TIDAK PERNAH DIHT'KIIM PIDANA PEilJARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama
pendi.tikan

Pekerjaan

Alamat

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenzunya untuk dapat

digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagainana

dirn2[s11d dalam Pasal 26 huruf J Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56

TAHUN 2O17 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,

Materai
Rp.6.OOO

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya tidak pernah dihukum
penjara karena melakukan Tindak Pidana paling singkat 5 (lina) 161rrrr.
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M. Format Surat Pernyataan Tidak Dicabut Hak Pilihrya

SI'RAT PERITYATAAI{ TIDAI( DICABUT HAI{ PILIH

Saya yang bertanda tangan dibaqrah ini :

Narna

Tempat / Tanggal l,ahir

Jenis Kelamin

Agama

Pendidikan

Peke{aan

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya tidak sedang dicabut hak

pilih berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf K Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56

TAHUN 2Ol7 tenlanrg Petunjuk Teloeis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa,

Rp.6.OO0

Dibuat di
pada tanggal
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SI,'RAT PERIIYATAAN TIDAI( PERNAII ABAT TIGA KALI MASA JABATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat / Tanggal l^ahir

Jenis Kelamin

Agarna

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya s6Sagai Calon Kepala

Desa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan

dalam jabatan y€rng sama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan

sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagairnana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf L Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 TAHUN

2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,

Materai
Rp.6.OOO

N. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa Selarrra Tiga Kali
Masa Jabatan



-19-

O. Format Surat Pernyataan Tidak Terdaftar Sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik
Atau Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha
Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa.

SI'RAT PENTYATAAIT-TDAK TERDAFTAR AEBAGAI ATGGOTA/PETGURUS
PARTAI FOLTTIK ATAU TIDAI( UERAIYGI(AP SEEAGAI PEGAWAI BADIIIT

USAEA TILIT TEGARA/BADA.IT USAEA UILIK DATRAII/
BADAIT USAHA UILIK DESA

Nama

Tempat / Tansgal Iahir
Jenis Kelamin

Agama

Pendidikan

Pekerjaarr

Alamat

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya sslagai Calon Kepala

Desa tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik atau tidak

merangkap sebagai pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah /badan usaha rnilik desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagain4ls
dimaksud dalam Pasal 26 huruf O Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56

TAHUN 2O 17 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pernilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Kepala Desa,

Materai
Rp.6.00O

Saya yang bertanda tangal dibawah ini :
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Pernyataan Tidak Sedang Diblacklist Namanya Oleh PihakP. Format Surat
PerBankan

SURAT PER.TTYATAAN TIDAK SEDANG DIBLACKLIST OLEH PERBANKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Narna

Tempat / Tanggal l^ahir

Jenis Kelarnin

Aga.ma

Pendidikan

Pekerjaan

A.laInat

Dengal ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama Saya tidak sedang

dibalcklist oleh pihak Bank manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana

dimzrksud dalam Pasal 26 huruf p Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56

TAHUN 2O 17 tentang Petunjuk Telcris Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa,

Rp.6.OOO

Dibuat di
pada talggal
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Q. Formatt Berita Acara Pemeringkatan Calon Kepala Desa

BERITA ACARA HASIL PEMERINGKATAN
BAXAL CA"LON KEPAL.A DESA

IIECAMAT/IN I{ABI'PATEII TAPAITI'LI SEI,ATAIT

Pada hari ini .................... tanggal bulan
tahun Panitia Pemiliharr Kepala Desa Kecamat€n .........

Berdasarkan hasil pemeringkatan diatas, maka dari 5 (Iima) Bakal Calon
Kepala Desa yang memperoleh bobot tertinggi untuk ditetapkan sebagei Calon
Kepala Desa, adalah berikut:

NO. NAMA BAKAL CALON KEPAIA DESA TOTAI BOBOT

I
2

3

4

5

Demikian Berita
mestinya.

Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

20...

Ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Keca-matan

I
c

3

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris

4 Bendahara

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

NO.
NAMA BAKAL CALON

KEPALA DESA

BOBOT BAKAL CALON KEPALA DESA
TOTAL

BOBOTPengalaman
Bekerja

Tingkat
Pendidikan

Tingkat
Usia

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor.........tentang ..,.,...... telah melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala
Desa ............ Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

(................)

( . . . . . . . . . . . . . . . . )

(................)

(................)

( . . . . . . . . . . . . . . . . )

(................)

(................)



R. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

BERITAACARA
PEITETA.PAIT CAI'T KEPAL/I DESA

K.ECAUATAI{ KABUPATEN TAPAI{I'LI SELIITAN

Pada hari ini tanggal bulan
tahun Panitia Pernilihan Kepala Desa Kecamatan .........
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor.........tentang telah melakukan penelitian berkas persyaratan
administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir, maka Bakal
Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan adrrrinistrasi dan hasil
klarifikasi pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peratur.rn
perundangan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
dipilih, adalah sebagai berikut:

yang berhak

1. No. Urut
Nama
Tempat, Tanggal l.ahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alarnat

2. No. Urut
Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Pendidikan
Peke{aan
Alamat

3. No. Urut
Nama
Tempat, Tanggal l,ahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Demikian berita acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya

20

Ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

Ketua1

2 Wakil Ketua :

3 Sekretaris

4 Bendahara

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

(................)

(................)

(................)

(................)

(............ ....)

(................)

(................)
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S. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPAI/. DESA ................

KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIT{AN DESA...............
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPAIA DESA

PANITIA PEMILIFIAN KEPALA DESA

bahwa untuk melaksanal<an ketentuan Pasal 3l Peraturan
Bupati Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalarn
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Ta'nbahan
kmbaran Negara Nomor lO92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14
Nomor 244, Tarrrbahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Of5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
Tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang
Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
123, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagai.nana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2O 15 tentang Perubahal Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O),4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 terrtang
Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
57L711'



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA
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6. Peraturan Menteri Dal,rn Negeri Nomor 112 Tahun 2O14
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O92) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
terrtang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2O14 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor
159);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Iembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2OO8 Nomor 216);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi
Pemerintah Desa (t embaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2016 Nomor 2771;

1O. Peraturan Bupati Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2O17 Nomor 748).

MEMUTUSKAN:

Calon Kepala Desa
l. No. Urut

Nama

Kecamatan ... . sebagai berikut:

Tempat, Tanggal LahA
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

2. No. Urut
Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Pendidikan
Peke{aan
Alamat

3. No. Urut
Nama
Tempat, Tanggal l,ahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alernat

Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak untuk
dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . ..
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPAI.A DESA
Ketua,

(narna terang)
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T. Format Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara

Berlta Acara
Pemuagutan $s412 dqn Peoghltungaa Suara Pemltlhan Kepala Desa

Di Tempat Pcmungutar Suara
Tahua 2O...

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD)

mengadakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dihadiri Calon
Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa bertempat di

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....................
Desa
Kecamatan

Kabupaten : Tapanuli Selatan

PF,UINTGIITAIT SUARA DI TPSI
Rapat Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua PPKD dimulai Pukul
waktu setempat dan berakhir pada Pukul ......... waktu setempat dengan
melakukan kegiatan :

1. Pembukaan Kotak Suara dengan Menghitung Jenis Dokumen Pemilihan
Kepala Desa yang terdiri dari :

a. Jumlah Sarnpul berisi Surat Suara : .... berkas
b. Jumlah Sampul berisi Forrnulir Berita Acara dan Lampirannya : .... berkas
c. Alat Kelengkapan Administrasi TPS : .... berkas

2. Mengumumkan Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak :

--...-... orang
3. Menghitung dan mengumumkan seluruh jumlah Surat Suara Pernilihan

Kepala Desa : ......... lembar
4. Ketua PPKD memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses

pemberian suar"a di TPS.
5. Pelaksanaan Pemberian Suara oleh Pemilih.
6. Ketua PPKD menutup Rapat Pemungutan Suara pada Pukul ......... waktu

setempat.

(B) PEITGHITI'ITGJIN SUARA DI TPS
Rapat Penghitungan Suara dimulai Pukul ........ waktu setempat dan berakhir

pada Pukul waku setempat dengan melakukan kegiatan :

l. Mencatat Data Pemilih dan Penggunan Surat Suara :

a. Mencatat Jumlah Pemi'lih yang memeberikan Suara di TPS

b. Mencatat Jurrlah Pernilih yang tidak memberikan Suara di TPS

c. Mencatat Junrlah Surat Suara yang digunakan.

d. Mencatat Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau

salah dalam memberikan suara.

e. Mencatat Jumlah seluruh sisa Surat Suara.

2. Penghitungan dan Pencatatan Surat Suara Sah untuk Calon Kepala Desa

dengan cara meneliti satu demi satu Surat Suara untuk menentukan suara

sah atau tidak sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa



ICI PEITTUSUISAIT BERITA ACARA DAil L/IUPIRAIT

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Keperla
Desa.

2. l,a:opiraa Berita Acara :

a. Lampiran I Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
b. Lampiran II Rincian Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa dan Suara

tidak Sah
c. l,ampiran III Catatan Penghitungan Suara Tiap calon Kepala Desa
d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

(Dl PEITYAUPATAII BERTAA ACARA DArr LA.UPTRAN

l. Didalam Sampul Berita Acara :

a. Surat Pengantar PPKD yang ditujukan kepada BPD untuk disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

b. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pernilihan
Kepala Desa.

c. Larnpiran I
d. l,ampiran II
e. L€mpiran III
f. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih fiika ada).

2. Didalarn Kotak suara :

Kotak Suara yang berisi Surat Suara dan kelengkapan Arlrnirristrasi lainnya
disampaikan kepada Camat melalui BPD.

3. Surat Pengantar BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Carnat.

I'IA![A CAI.ON KTPAII\ DESA

IIo. Nama Caloa Kepala Desa Taada Taagan

1

2

3

4

5

PANITIA PF.IUILIIIAIT XEPAII\ DESA

No. Jabatanr Narna Taada Taagarr

I Ketua PPKD

J Sekretaris

4 Bendahara

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

-26-

2. Wakil Ketua
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SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TAHUN 20....

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa

Kecamatan

Kabupaten TAPANULI SELATAN

A DAIA PEUILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

No. URAIAN LAKI.LAKI PEREi{PUAN JUMLAH
1 2 3 4 5

1 Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (1a + 1b)

a. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih

b. Jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih

B DATA SURAT SUARA

No URAIAN JUMLAH
PENERIilIAAN SURAT SUARA

1

a. Jumlai surat suara yang diterima sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)

b. Jumlah surat suara Cadangan (10%xDPT)

PENGGUNAAN SURAT SUARA

2. Jumlah surat Suara yang digunakan

a. Jumlah surat sua€ yang diterima sesuai Daflar Pemilih Tetap (DPf)
b. Jumldr surat sr.ra yaE dikembdikan oleh pemilih karena rusal dar sdah daldn

pemberian suara

SISA SURAT SUARA
3 Jumlah seluruh sisa surat suara yang tidak digunakan

c. Penggunaan surat suara Cadangan (diisi apabila seluruh surat suaba DPT (8.1a) telah digunakan)

D. OATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH JU LAH
1 Jumlah Suara Sah

2 Jumlah Suara Tidak Sah

3 Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah

I{AMA CALON KEPALA DESA

No. llama Calon Kepala D€sa Tanda Tangan

3

4.

PANITIA PE ILIHAN KEPALA OESA

No Jabatan Nama Tanda Tangan

1 Ketua PPKD

2.

3 Sekretaris

4. Bendahara

5. Anggota

6. Anggota

7 Anggota

2.

Jumlah seluruh surat suara yang ditedma ('1a + lb)

I

I

Wakil Ketua

1.

2.
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RIITCIIII PER,OLEEAII SUARA SAII DAIT SUARA TIDAI( SAE
DITEUPAT PEUI'NGI,TAN SUARA

TPS

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN TAPANI'LI SEII\TAN

Ilama Calon Kepala Desa SUARA SAII

1

3

4

5

JT'ULAH SELI'RI'H SUARA SAII

JIIMLAII SILI'RIIH SUARA TIDAI( SAII

PAflTIA PEUILIEAIT I(EPAL/I DESA

l{o. Jabatan NaEa Tanda Taagao

Ketua PPKD

2 Wakil Ketua

3 Sekretaris

4 Bendahara

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

I{A.UA CALON KEPAL/I DESA

No. IlaEe Calo[ Kepala Desa Taada Tangan

I
2

3

4

5

No

2.

t.
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CATATAIT PEIYGEITI'ITGIIIT SUANA PEUILIEAIT I{TPALII, DESA
DI TIUPAT PF,UTIITGUTfiT SUARA

TAEI'N 2O...

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

JT'ULIIE
SUARA YAIYG
DIPEROLEH

4

PEROLEHAN SUARA SAH JI'UL
AE

TIAP
BARI

s
Rntcrtfl

1 2

IIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIITIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1 ditltli.s dengan lauuf

JI'ULA.E SUARA SAg SELURI'H CALOII KTPAL/\ DESI\

(

TAPANI'LI SEL/TTAIT

r5oroR
CAI.OIT

TEPAI,I\
DESA

la
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JT'MLAH SUARA TTDAX SAII

JULII
SUARA
TIDAI(

SAII
1 2 3

SUARA TIDAK
SAH

JUMLAH SUARA TIDAX SAH PEMILIHAN KEPAI.A DESA
( )

IIII
PAIIITIA PEMILIIIAN KTPAIII DESA

No Jabatan l{ama TANDA TANGAN

Kehra PPKD

Wakil Ketua

3 Sekretaris

4 Bendahara

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

CALOX KEPALI\ DESA

Ilo NAUA CALON KEPAI"A DESA TANDA TANGAN

I

2

.)

4

5

SAI(SI CAI'N KEPALIT DESTA

NAUA SAI(SI CALOH KEPAII\ DESA TANDA TAilGAN

2

*) ditulis derqan latruf

I

l.
2.

1.

3.

5.5.

l+. I

I n" 
l
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PANITIA PEUILIIIAX KEPAL.A DESA

KECAMATAN

SI'RAT PENGAITTAR

Kepada :

Yth. Ketua Badan Permusyawaratan

Desa

(BPD )

di-

Yang Menyerahkan,
Panitia Pernilihan Kepala Desa

Ketua,

Bersarna ini disampaikan Berita Acara beserta Iampiran dala'n

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa
Kecamatan

Kabupaten Tapanuli Selata-n

Jenis Kelengkapan Administrasi dan Formulir Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suaia terdiri dari :

A. Di dalarn Sampul Berita untuk disampaikan kepada Bupati melalui
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Petnilihan Kepala Desa.

2. Lampiran I Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Petnilihan

Kepala Desa.

3. Lampiran II Rincian Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa dan

Suara Tidak Sah.

4. La:npian III Catatan Penghitungan Suara tiap Calon Kepala Desa.

B. Di dalam Kotak Suara, berisi Surat Suara dan Kelengkapan

Administrasi lainnya.

Demikian laporan ini
selanjutnya.

disampaikan, untuk dapat diproses

20

Yang Menerioa,
Badan Permusyawaratan Desa

Ketua,

Nama Jelas Nama jelas

Perihal : Penyarnpaian Berita Acara

Pemungutan Suara dan

Penslaitunean Suara di TPS.
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BN)AN PER.MUSYAWARA'TAN DESA

DESA

KECAMATAN

ST'RAT PENGAITTAR

Periha-l Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penetftunsan Suara di TPS

Kepada Yth.
Bapak Bupati Tapanuli Selatan
di-

Sipirok

Carnat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta Lampiran dalam
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Tapanuli Selatan

Demikian laporan Lf
selanjutnya.

disampaikan, untuk dapat diproses

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
Badan Permu syawaratan Desa

Ketua,

Nama Jelas Narna Jelas

Jenis Kelengkapan Administrasi dan Formult Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara terdiri dari :

A. Di dalam Sarnpul Berita untuk disampaikan kepada Bupati melalui
Badan Permu syawaratan Desa (BPD)

l. El,erita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa.

2. Lampiran I SertiEkasi Hasil Penghitungan Suara Pernilihan
Kepala Desa.

3. Lampiran II Rincian Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa dan
Suara Tidak Sah.

4. Lampiran III Catatan Penghitungan Suara tiap Calon Kepala Desa.
B. Di dalarn Kotak Suara, berisi Surat Suara dan Kelengkapan

Administrasi lainnya.

............... 20...



U. Format Surat Suara

TPS

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN : TAPANULI SELATAN

KETUA

TANDA TANGAN :

SURAT SUARA

PIIIIIIIIAI{ IGPAI,A DISA

TAHUN 20.,,
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20---

CALON KEPALA DESA

NAMA

CALON KEPALA DESA

NAMA

CALON KEPALA DESA

NAMA

CALON KEPALA DESA

NAMA

CALON KEPALA DESA

NAMA

PANITIA PEMITIHAN KEPALA DESA
(P P KD)
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V. Format Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara

Dengan ini diberitahukan kepada Nama Pemilih

No. Urut dalam DPT: ............, MK / Identitas untuk
memberikan Suara pada Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS :

Desa : Kecamatan :

dilakukan pada :

Hari
Pukul

Tanggal

Tempat/Alernat

20

PAIUTIA PWILIEAIT XTAI.A DESA
lPProl
XETUA

Catatan :
o Pemilih UCmS mengandang C,a@t diberi kemtdalnn dalam membeikan Suara

Yang menyerahkan, Yang menerima, No. Urut DPT

Diterima Tgl. : ...........................

(

Nama Jelas Narna Jelas
(............................)
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BILIK
SUARA

BII,IK
SUARA

KOTAK
SUARA

KOTAK
SUARA

TANDA
TINTA

PINTU
MASUK PINTU

KELUAR

Tempat duduk pemilih (Antrian)

Tempat duduk pemilih (Antrian)

KAM
TPS

---------------+

W. Format Bagan Tempat Pemilihan Suara
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X. Format Surat Pernyataan Pendarrrping Pemilih

ST'RAT PER.ITYATAAIT PENDAMPING PEMILIH

Yalg bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat

Atas Permintaan Pemilih

Nama
Alamat / TPS

Menyatakan bersededia membantu 66ldampingi pemilih tersebut dalam memberikan

Suara Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih

tersebut.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian

hari ternyata terbukti melanggar pemyataan ini, Saya bersedia merrerima segala

tuntutan hukum.

..,20.......

YANG MEMBUAT PERI{YATAAN
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Y. Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

BERITAACARA
PEI|ETAPAIT CAIDIT TEPALADESATERPILIII DESA
KECA,UATAN KABI'PATEIYT/IPAITI'LI SEL/ITAX

Pada hari ini ...... tanggal ... bulan ...... tahun ..... bertempat di Kaltor Desa

Kecamatan Badan Permusyawaratan Desa

Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor

tentang......... , menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Desa

Kecarnatan berdasarkan hasil Pemilihan Kepala

Desa KecalI'atan pada tanggal sebagai

berikut:

Nama

Tempat, Tanggal l,ahir

Pendidikan

Pekerjaan

Alarrrat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sslagrirnan2 mestinya.

20...

Ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

I Ketua

2 Wakil Ketua

3 Selcretaris

4 Bendahara

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa .................. Kecamatan

(................)

(................)

(...."...........)

( . . . . . . . . . . . . . . . . )

(................)

(................)

(................)
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Z. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala
Desa

PANITI.A PEMILIHAN KEPAI-A DES4 ................

KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA...............
NOMOR..... TAHUN .....

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan
Bupati Nomor 56 TAHUN 2077 tentalrg Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Pemilihan Kepala
Desa.
l. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lcmbaran Negara
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 terrtar:.g Desa (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495];

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undalg-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahlulr 2Ol4
Tentang Pemerintahan Daerah (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang
Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang
Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
157, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57 r7l;

TENTANG

HASIL PEMILIHAN KEPAIA DESA

PANTTIA PEMILIHAN KEPALq, DESA



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

H
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 2092) sslagaim2l4 telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 65 Tahun 2O17
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1221);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (kmbaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2O08 Nomor 216);

8. Peratura.n Daerah Nomor 3 Tahun 2O 16 tentang Organisasi
Pemerintah Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2O16 Nomor 2771;

9. Peraturafl Bupati Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahtn 2Ol7 Nomor 748).

MEMUTUSKAN:

KecamataIl
dengan perolehan suara terbanyak:
Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Narna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya
disampaikan kepada Badal Permusyawaratan Desa untuk
digunakan sebagai dasar membuat Keputusan tentang Penetapan
Kepala Desa terpiJih.

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIFIAN KEPALA DESA
Ketua,

(nama terang)

BUPATI TAPANULI SEI,ATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

NIP. 1 r995031002

Hasil Pemilihan Kepala Desa


